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KATA PENGANTAR 

 

Laporan Kinerja Kecamatan Larangan merupakan perwujudan 

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2021. 

Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan 

Larangan Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan 

Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Rencana Strategis Kecamatan Larangan Tahun 2018-2023.  

 

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang 

berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban 

kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja 

setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Larangan. Kinerja Kecamatan 

Larangan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan 

indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan tahun 2021. 

 

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target. 

Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh 

komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, 

masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan 

sistem administrasi negara. 

 

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan 

Kinerja Kecamatan Larangan tahun 2021  ini,  diharapkan dapat terjadi optimalisasi 

peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja 
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seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Larangan pada tahun-

tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Larangan secara 

keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.  

Pamekasan,  28    Januari 2022 

KECAMATAN LARANGAN 

 

MOHAMMAD HARI, S.Sos,M.Si 
NIP. 19700609 199302 1 001 

Pembina 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

        Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, 

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

        Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara 

periodik. 

        Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan 

Larangan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan 

pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan 

peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem 

pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. 

        Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan sasaran 

Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan 

Misi Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional. 

        Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel 

merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut 

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang 
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tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih 

dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan 

dengan hal tersebut, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan diwajibkan 

untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). 

Penyusunan LKJIP Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 

yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja 

tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan 

pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah. 

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

        Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja 

Kecamatan, Kecamatan merupakan unsur pelaksana kewilayahan yang berada 

di wilayah Kabupaten Pamekasan dalam rangka meningkatkan koordinasi 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pembinaan dan 

pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta koordinasi 

kesatuan bangsa masyarakat Kabupaten Pamekasan, serta melaksanakan tugas 

lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan 

kewenangannya 

        Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan 

Larangan mempunyai fungsi : 

o Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

o Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh 

Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan; 
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o pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana  pelayanan 

umum; 

o pelaksanaan  urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat; 

o pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan; 

o penyelenggaraan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat 

kecamatan; 

o pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 

o pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan 

pertaturan kepala daerah; 

o pengoordinasikan kegiatan pembinaan urusan kesatuan bangsa, 

wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama di tingkat 

kecamatan;  

o pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan 

pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan; dan 

o pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.  

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana 

diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Camat 

sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub 

Bagian. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Larangan Kabupaten 

Pamekasan. 
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Gambar 1.1. 

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN PAMEKASAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Perbup Pamekasan No.26 Tahun 2021 
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kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, 

perlengkapan dan aset, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, 

perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja 

dan keuangan kecamatan. Dalam hal ini pelaksanaan tugas dan fungsinya 

Sekretariat dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian, yakni Sub Bagian Perancanaan, 

Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

Perangkat Kecamatan lainnya adalah Seksi. Seksi yang ada di 

Kecamatan Larangan meliputi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Seksi Ketenteraman 

dan Ketertiban, Seksi Kesatuan Bangsa, dan Seksi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan 

Larangan tidak ada. 

 

C. Isu Strategis Perangkat Daerah 

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Perangkat 

Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dengan 

karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka 

menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan Perangkat Daerah di 

masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. 

Isu strategis Perangkat Daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 

5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Larangan 

periode 2018-2023 sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa.; 

2. Penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa; 

3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 

4. Pelayanan public di tingkat kecamatan dan desa; 

5. Manajemen data dan informasi bidang kesejahteraan sosial; 
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6. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial; 

7. Pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum. 

Perumusan Isu strategis pada tahun 2021 mengacu pada Renstra Kecamatan 

Larangan periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil 

Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada 

tahun 2021 sebagai berikut : 

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government); 

2. Penguatan kemandirian desa melalui peningkatan tatakelola pemerintahan 

dan pemberdayaan masyarakat desa. 

D. Landasan Hukum 

       Laporan Kinerja Kecamatan Larangan ini disusun berdasarkan beberapa 

landasan hukum sebagai berikut : 

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP}; 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 09 Tahun  2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan 

Tahun 2018-2023; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 07 Tahun 2021 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pamekasan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023; 
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6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2021; 

E. Sistematika 

        Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Kecamatan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 

Tahun 2021 adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 
 

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis 

yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 
 

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 
 

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis 

Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan 

BAB IV PENUTUP 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

A. Rencana Strategis 

        Rencana Strategis Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah 

merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan 

serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih 

dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah 

yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 

Rencana Strategis Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan 

untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 

2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023. Penetapan jangka 

waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala 

Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis 

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dibuat pada masa jabatannya, 

dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan 

menjadi akuntabel. 

        Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tersebut ditujukan 

untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Pamekasan Tahun 2018-2023. 

        Penyusunan Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan telah 

melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD 

Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat 

dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 

RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Larangan 

Kabupaten Pamekasan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan 

Larangan Kabupaten Pamekasan dan stakeholder. 
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        Selanjutnya, Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tersebut 

akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Larangan Kabupaten 

Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) 

tahun. Di dalam Renja Kecamatan Larangan  Kabupaten Pamekasan dimuat 

program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu 

tahun mendatang.  

1. Visi 

        Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa 

mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Visi tersebut 

mengandung makna bahwa Kabupaten Pamekasan dengan potensi, 

keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun 

menuju Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten yang BAJRA RAJJA tor 

PARJUGHA. 

Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah: 

Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata dan Berkelanjut

an Berdasarkan Nilai-Nilai Agama 

2. Misi 

        Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan 

Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : 

1. Penguatan kualitas sumber daya manusia. 

2. Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan 

Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan 

Sektor Potensial Lainnya.  

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. 

4. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan 
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5. Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan 

dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta 

Sejahtera. 

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Larangan mengacu pada Misi ke-

3, yaitu : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. 

3. Tujuan dan Sasaran 

        Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu 

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa 

strategis. 

        Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi 

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai 

dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi 

Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 4 sasaran 

strategis. 

        Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan 

tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Berikut indikator dan target 

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja 

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 

 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan dan 
Sasaran 

Kondisi 
Kinerja 

pada 
awal 

periode 
RPJMD 

Target Capaian Kondisi 
Kinerja 

pada 
akhir 

periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

Sebelum Perubahan 

1 Peningkata
n Tata 
Kelola 
Pemerintah
an dan 
Pelayanan 
Publik 

  

Indeks 
Pelayanan 

Publik (IPP) 
N/A 3,51 3,76         

1.1   Meningkat
nya 
Penyelengg
araan 
Pemerintah
an dan 
Pelayanan 
Public yang 
Efektif dan 
Akuntabel 

Nilai Hasil 
Evaluasi 

SAKIP 
N/A 81 81         

1.2   Meningkat
nya Kinerja 
Pelayanan 
Kecamatan 

Indeks 
Kepuasan 

Masyarakat 
(IKM) 

N/A 80 83         

Setelah Perubahan 

1 Tata 
Kelola 

Pemerinta
han yang 

Efektif dan 
Akuntabel 

dalam 
Memberik

an 
Pelayanan 

Publik 
yang 

Berkualita
s di 

wilayah 
Kecamata

n 

  

Indeks 
Pelayanan 

Publik (IPP) 
di Wilayah 
Kecamatan 

N/A     
4.01 

(A(-)) 
4,26   

(A(-)) 
4,51  
(A) 

4,51    (A) 

1.1 Meningkat
nya Nilai 

AKIP 
Perangkat 

Daerah 

Nilai Hasil 
SAKIP 

N/A     
81,16 

(A) 
81,34 

(A) 
82,1 
(A) 

82,1 (A) 

1.2 Meningkat
nya 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 
Kecamatan  

Indeks 
Kepuasan 

Masyarakat 
(IKM) 

N/A     83 84 85 85 
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1.3 Meningkat
nya 
Ketentrama
n dan 
Stabilitas 
Masyarakat 
Kecamatan 

Presentase  
ketentraman 

dan 
ketertiban 
umum di 
wilayah 

Kecamatan  
yang 

ditangani 

N/A     83% 85% 86% 86% 

1.4 Meningkatn
ya 

Pemberday
aan 

Masyarakat 
dan 

Pembinaan 
Desa/Kelura

han 

Persentase 
Desa yang 

masyarakatn
ya telah 

diberdayakan 

N/A     70% 75% 80% 80% 

Persentase 
Desa yang 

telah dibina  
N/A     82% 87% 90% 90% 

Sumber : Renstra Kecamatan Larangan  periode 2018-2023 (Perubahan) 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

        Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata 

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.  

        Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Larangan 

Kabupaten Pamekasan tahun 2021 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN 

No. Tujuan/ Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Utama 

Satuan 

Penjelasan 

Alasan Formulasi 

1. Peningkatan Tata Kelola 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

Indeks 
Pelayanan 
Publik  

(IPP) 

Indeks Permenpan Nomor 17 
Tahun 2019 tentang 
Pedoman Penilaian 
Kinerja Unit Pelayanan 
Publik 

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang 
digunakan untuk  mengukur kinerja pelayanan 
publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan 
pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek 
Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, 
Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi 
Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan 
serta Aspek Inovasi. Range Nilai : 
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No. Tujuan/ Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Utama 

Satuan 

Penjelasan 

Alasan Formulasi 

Nilai F01+F02+F03 

------------------------------ x Bobot per indikator 

             3 

- Nilai per aspek = ƩNilai per indiKator 
- Nilai Indeks      = Ʃ(nilai aspekn x bobot aspekn)  

1.1 Meningkatnya 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik yang 
Efektif dan Akuntabel 

Nilai 
Evaluasi 
SAKIP 

Nilai Peraturan Presiden 
Republik Indonesia 
Nomor 29 Tahun 2014 
tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 

Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP yang 
dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten 
Pamekasan setiap tahunnya 

1. AA >90 -100 Sangat Memuaskan; 

2. A >80 – 90 Memuaskan; 

3. BB >70 – 80 Sangat Baik; 

4. B >60 – 70 Baik; 

5. CC >50 – 60 Cukup (Memadai); 

6. C >30 - 50 Kurang; 

7. D 0 - 30 Sangat Kurang. 
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No. Tujuan/ Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Utama 

Satuan 

Penjelasan 

Alasan Formulasi 

1.2. Meningkatnya Kinerja  
Pelayanan Kecamatan 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 
pelayanan 
kecamatan 

(IKM) 

Nilai Peraturan Menteri 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2017 
tentang Pedoman 
Penyusunan Survei 
Kepuasan Masyarakat 
Unit Penyelenggara 
Pelayanan Publik 

Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 

NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK), MUTU 
PELAYANAN, dan KINERJA UNIT PELAYANAN 
sebagai berikut : 

1. 25,00 – 64,99 D (Tidak baik); 

2. 65,00 – 76,60 C (Kurang baik); 

3. 76,61 – 88,30 B (Baik); 

4. 88,31 – 100,00 A (Sangat baik). 

 

- Total Nilai Persepsi Per Unsur 

- --------------------------------------- x Nilai perimbang 

- Total Unsur yang Terisi 

 

IKM Unit Pelayanan x 25  
Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Larangan Tahun 2021
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Tabel 2.3 

Indikator Kinerja Utama Perubahan 

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 

No. Tujuan/ Sasaran 
Indikator 

Kinerja Utama 
Satuan 

Penjelasan 

Sumber Data Formulasi 

1. Tata Kelola 
Pemerintahan yang 
Efektif dan 
Akuntabel dalam 
Memberikan 
Pelayanan Publik 
yang Berkualitas di 
wilayah Kecamatan 

Indeks 
Pelayanan 
Publik  
(IPP) di 
Wilayah 
Kecamatan 

Indeks Peraturan Menteri 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan 
Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia 
Nomor 17 Tahun 
2017 
Tentang Pedoman 
Penilaian Kinerja 
Unit Penyelenggara 
Pelayanan Publik 

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang 
digunakan untuk  mengukur kinerja pelayanan 
publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan 
pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek 
Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, 
Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi 
Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan 
serta Aspek Inovasi. Range Nilai : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai F01+F02+F03 
------------------------------ x Bobot per indikator 
             3 
- Nilai per aspek = ƩNilai per indiKator 
- Nilai Indeks      = Ʃ(nilai aspekn x bobot aspekn)  
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No. Tujuan/ Sasaran 
Indikator 

Kinerja Utama 
Satuan 

Penjelasan 

Sumber Data Formulasi 

1.1 Meningkatnya Nilai 
AKIP Perangkat 
Daerah 

Nilai Hasil 
SAKIP 

Nilai Peraturan Presiden 
Republik Indonesia 
Nomor 29 Tahun 
2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah 

Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP yang 
dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten 
Pamekasan setiap tahunnya 
1. AA >90 -100 Sangat Memuaskan; 
2. A >80 – 90 Memuaskan; 
3. BB >70 – 80 Sangat Baik; 
4. B >60 – 70 Baik; 
5. CC >50 – 60 Cukup (Memadai); 
6. C >30 - 50 Kurang; 
7. D 0 - 30 Sangat Kurang.  

1.2. Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
Publik Kecamatan 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

Nilai  Peraturan Menteri 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 14 
Tahun 2017 tentang 
Pedoman 
Penyusunan Survei 
Kepuasan 
Masyarakat Unit 
Penyelenggara 
Pelayanan Publik 

 Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 
NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK), MUTU 
PELAYANAN, dan KINERJA UNIT PELAYANAN 
sebagai berikut : 
1. 25,00 – 64,99 D (Tidak baik); 
2. 65,00 – 76,60 C (Kurang baik); 
3. 76,61 – 88,30 B (Baik); 
4. 88,31 – 100,00 A (Sangat baik). 
 

- Total Nilai Persepsi Per Unsur 

- --------------------------------------- x Nilai perimbang 

- Total Unsur yang Terisi 

 

IKM Unit Pelayanan x 25  
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No. Tujuan/ Sasaran 
Indikator 

Kinerja Utama 
Satuan 

Penjelasan 

Sumber Data Formulasi 

1.3. Meningkatnya 
Ketentraman dan 
Stabilitas 
Masyarakat 
Kecamatan 

Presentase  
ketentraman 
dan ketertiban 
umum di 
wilayah 
kecamatan 
yang ditangani 

Prosentase Permendagri No. 26 
Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan 
Kenteraman dan 
Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 
Masyarakat 

Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum yang di Fasilitasi X Seluruh 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum X 100%  
 
 

1.4. Meningkatnya 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Pembinaan 
Desa/Kelurahan 

Persentase 
Desa yang 
masyarakatnya 
telah 
diberdayakan 

Prosentase UU Nomer 6 Tahun 
2014 Tentang Desa 

Jumlah Desa yang Masyarakatnya Diberdayakan/ 

Jumlah Total Desa di Kecamatan X 100% 

Persentase 
Desa yang 
telah dibina 

Prosentase United Nation 
Development 
Program (UNDP) 

Jumlah Desa yang Telah Dibina/Jumlah Total Desa 
di Kecamatan X 100% 

Sumber : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Larangan Tahun 2021
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B. Rencana Kinerja Tahun 2021 

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan 

program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2021 termuat di 

dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Berikut Rencana Kinerja 

Kecamatan Larangan Tahun 2021 : 

Tabel 2.4 

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 

 

Tujuan/Sasaran 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Target 

2021 
Anggaran 

1 2 3 4 5 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang Efektif dan 

Akuntabel dalam 

Memberikan Pelayanan 

Publik yang Berkualitas di 
wilayah Kecamatan 

  
 

Indeks Pelayanan Publik 

(IPP) di Wilayah Kecamatan 

 

 
3,80 

 

 
1.559.954.200 

Meningkatnya Nilai AKIP 

Perangkat Daerah 
 

Nilai Evaluasi SAKIP 81 (A) 1.462.454.250 

 

 

 

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase perencanaan dan 

evaluasi kinerja yang 
berkualitas 

 

84% 
 

Persentase laporan keuangan 

dengan kualitas baik 
86% 

 

Prosentase Peningkatan 

Kopetensi Aparatur 
84% 

 

Persentase Sarana prasarana 

yang terpenuh 
 

84% 

 
1.462.454.250 
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 Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Jumlah perencanaan dan 

evaluasi kinerja yang 

berkualitas 

6 

dokumen 

4 

evcaluasi 

 
 

20.000.000 

 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen perencanaan 

perangkat daerah yang 
tersusun 

6 

dokumen 

 

10.000.000 

 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD yang 
dilaksanakan 

4 
dokumen 

 

5.000.000 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah evaluasi yang 
dilaksanakan 

4 kali  
5.000.000 

 
Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

Jumlah unit kerja yang 

menyusun perencanaan dan 

laporan kinerja keuangan 

dengan kualitas baik 

 
1 unit 

kerja 

 

1.235.902.704 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang mendapat 
fasilitasi penyediaam gaji dan 
tunjangan 

21 orang  

1.235.902.704 

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Jumlah ASN yang 

terfasilitasi 
21 ASN 9.942.000 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Jumlah pegawai yang 

mendapatkan pendidikan dan 

pelatihan berdasarkan tugas 
dan fungsi 

10 

aparatur 
 

9.942.000 

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

Jumlah sarana yang layak 

fungsi 

80 sarana 18.692.000 

Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor 
yang disediakan 

1 paket  

6.900.000 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah barang cetakan dan 

Penggandaan yang disediakan 

1000 

barang 
 

2.000.000 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

Jumlah rapat koordinasi & 
konsultasi yang diadakan 

3 kali  

9.792.000 

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 
Jumlah jasa penunjang 

urusan pemerintahan yang 

disediakan 

 

8 jasa 

 

149.477.000 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

disediakan 

3 item  

15.000.000 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 
Jumlah Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang disediakan 

4 jasa  

134.477.000 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Pemerintahan 

Daerah 

 
10 unit 

 
28.440.546 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Jumlah Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 
yang disediakan 

2 unit  

18.440.546 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang direhabilitasi 

2 unit  

10.000.000 

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Publik 

Kecamatan 

 Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 83 15.000.000 

Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pelayanan 

Publik 

Persentase jenis pelayanan 

publik yang dilaksanakan 

sersuai pedoman standart 
pelayanan 

 
90% 

 
15.000.000 

Koordinasi Penyelenggaraan 

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan 

Peresentase kegiatan 

pemerintahan yg sesuai 

dengan perangkat daerah 

dan instansi vertikal terkait 

 

100% 

 

5.000.000 
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Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

Dengan Perangkat Daerah dan 

Instansi Vertikal Terkait 

Jumlah Koordinasi 

Perencanaan dan Pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan dengan 

perangkat daerah dan instansi 

vertikal yang dilaksanakan 

1 kali  

5.000.000 

 Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit Kerja 

Perangkat Daerah yang Ada di 

Kecamatan 

Persentase Urusan 

Pemerintahan yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit 

Kerja Perangkat Daerah 

yang Ada di Kecamatan 

yang diselenggarakan 

 

 
100% 

 

 
10.000.000 

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 
Pelayanan Kepada Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

Jumlah pelaksanaan Pelayanan 
Masyarakat yang ditingkatkan 
efektifitasnya 

3 

pelayanan 
 

10.000.000 

Meningkatnya 

Ketentraman dan Stabilitas 

Masyarakat Kecamatan 

 Persentase ketentraman dan 

ketertiban umum di wilayah 

kecamatan yang ditangani 

 
83 

 
40.000.000 

Program Koordinasi Ketentraman 

dan Ketertiban Umum 

Persentase 

pengaduan/gangguan di 

wilayah kecamatan yang 
ditindaklanjuti 

 
80% 

 
40.000.000 

Koordinasi Upaya 

Penyelenggaraan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum 

Prosentase penyelenggaraan 

ketenteraman dan ketertiban 

umum di kecamatan yang 

terfasilitasi 

 

100 

 

40.000.000 

Harmonisasi Hubungan Dengan 

Tokoh Agama dan Tokoh 
Masyarakat 

Jumlah kegiatan harmonisasi 

yang diselenggarakan 

2 kali  

40.000.000 

Meningkatnya 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Pembinaan 

Desa/Kelurahan 

 Persentase Desa yang 

masyarakatnya telah 
diberdayakan 

 

70 

 

42.499.950 

 Persentase Desa yang telah 

dibina 71 
 

Program pembinaan dan 

pengawasan pemerintahan desa 

Persentase desa yang 

menyelenggarakan 

pemerintahan desa dengan 
baik 

 
85% 

 
42.499.950 

Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa 

Persentase desa yang 

mendapatkan Fasilitasi 

mengenai penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

 
100% 

 
42.499.950 

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 
Jumlah Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa yang tersusun dengan 

baik 

14 desa  

7.499.950 

Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Desa 

Jumlah desa yang melaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa yang 

difasilitasi 

7 desa  

35.000.000 

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 
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Tabel 2.5 

Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2021 

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
SAT. TARGET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang Efektif 
dan 
Akuntabel 
dalam 
Memberikan 
Pelayanan 
Publik yang 
Berkualitas di 
wilayah 
Kecamatan 

  Indeks Pelayanan 
Publik  
(IPP) di Wilayah 
Kecamatan 

Indeks 4.01 (A(-)) 

1.1 Meningkatnya 
Nilai AKIP 
Perangkat 
Daerah 

Nilai Hasil SAKIP Nilai 81,16 (A) 

1.2 Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 
Kecamatan 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Indeks 83 

1.3 Meningkatnya 
Ketentraman 
dan Stabilitas 
Masyarakat 
Kecamatan 

Presentase  
ketentraman dan 
ketertiban umum di 
wilayah kecamatan 
yang ditangani 

Prosentase 83% 

1.4 Meningkatnya 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Pembinaan 
Desa/Kelurahan 

Persentase Desa 
yang 
masyarakatnya 
telah diberdayakan 

Prosentase 70% 

 Persentase Desa 
yang telah dibina 

Prosentase 82% 

Sumber : Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 
 
 
 

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

        Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan 

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan 

karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa 

yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh 

instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai 
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dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan 

fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan 

lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. 

Penyusunan Perjanjian Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 

mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 

Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, 

dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Tahun 2021. Pada tanggal 28 bulan Januari tahun 2021 

ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala  Kecamatan Larangan Kabupaten 

Pamekasan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian 

sebagai berikut: 

Tabel 2.4 

Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 

NO 
TUJUAN/SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

1 2 3 4 5 

1 Tata Kelola Pemerintahan 
yang Efektif dan Akuntabel 
dalam Memberikan 
Pelayanan Publik yang 
Berkualitas di wilayah 
Kecamatan 

 Indeks Pelayanan 
Publik  
(IPP) di Wilayah 
Kecamatan 

Indeks 4.01 (A(-)) 

1.1 Meningkatnya Nilai AKIP 
Perangkat Daerah 

 Nilai Hasil SAKIP Nilai 81,16 (A) 

1.2 Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik Kecamatan 

 Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Indeks 83 

1.3 Meningkatnya Ketentraman 
dan Stabilitas Masyarakat 
Kecamatan 

 Presentase  
ketentraman dan 
ketertiban umum di 
wilayah kecamatan 
yang ditangani 

Prosentase 83% 

1.4 Meningkatnya Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pembinaan 
Desa/Kelurahan 

 Persentase Desa yang 
masyarakatnya telah 
diberdayakan 

Prosentase 70% 

 Persentase Desa yang 
telah dibina 

Prosentase 82% 

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan Tahun 2021 

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan 

program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
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yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan 

Larangan: 
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Tabel 2.5 

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Larangan Tahun 2021 

NO. 
PROGRAM/ 
KEGIATAN/              

SUB KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET ANGGARAN 

1 2 3 4 5 

1 Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase 
perencanaan dan 
evaluasi kinerja yang 
berkualitas 

84% 

16.760.000 

Persentase laporan 
keuangan dengan 
kualitas baik 

86% 
1.235.902.704 

Prosentase 
Peningkatan 
Kopetensi Aparatur 

84% 
9.942.000 

Persentase Sarana 
prasarana yang 
terpenuh   

84% 
199.399.546 

1.1 Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah perencanaan 
dan evaluasi kinerja 
yang berkualitas 

6 dokumen 4 
evcaluasi 

        20.000.000  

1.1.1 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah dokumen 
perencanaan 
perangkat daerah 
yang tersusun 

6 dokumen           10.000.000  

1.1.2 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Koordinasi 
dan Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 
SKPD yang 
dilaksanakan 

4 dokumen            5.000.000  

1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah evaluasi yang 
dilaksanakan 

4 kali            5.000.000  

1.2 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah unit kerja 
yang menyusun 
perencanaan dan 
laporan kinerja 
keuangan dengan 
kualitas baik 

1 unit kerja    1.235.902.704  

1.2.1 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah ASN yang 
mendapat fasilitasi 
penyediaam gaji dan 
tunjangan 

21 orang      1.235.902.704  

1.3 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah ASN yang 
terfasilitasi 

21 ASN           9.942.000  

1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Jumlah pegawai yang 

mendapatkan 
pendidikan dan 
pelatihan berdasarkan 
tugas dan fungsi 

10 aparatur            9.942.000  
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1.4 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah sarana yang 
layak fungsi 

80 sarana         18.692.000  

1.4.1 Penyediaan bahan logistik  
kantor 

Jumlah Bahan 
Logistik Kantor yang 
disediakan 

1 paket            6.900.000  

1.4.2 Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah barang 
cetakan dan 
Penggandaan yang 
disediakan 

1000 barang            2.000.000  

1.4.3 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah rapat 
koordinasi & 
konsultasi yang 
diadakan 

3 kali             9.792.000  

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah jasa 
penunjang urusan 
pemerintahan yang 
disediakan 

8 jasa       149.477.000  

1.5.1 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
disediakan 

3 item           15.000.000  

1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
disediakan 

4 jasa         134.477.000  

1.6 Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang 
Pemerintahan Daerah 

10 unit         28.440.546  

1.6.1 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang 
disediakan 

2 unit           18.440.546  

1.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
direhabilitasi 

2 unit           10.000.000  

2 Program Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

Persentase jenis 
pelayanan publik 
yang dilaksanakan 
sersuai pedoman 
standart pelayanan 

90%         15.000.000  

2.1 Koordinasi 
Penyelenggaraan Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan 

Peresentase kegiatan 
pemerintahan yg 
sesuai dengan 
perangkat daerah dan 
instansi vertikal 
terkait 

100%           5.000.000  

2.2.1 Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan 
Pelaksanaan Kegiatan 

Jumlah Koordinasi 
Perencanaan dan 
Pelaksanaan kegiatan 

1 kali            5.000.000  
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Pemerintahan Dengan 
Perangkat Daerah dan 
Instansi Vertikal Terkait 

pemerintahan dengan 
perangkat daerah dan 
instansi vertikal yang 
dilaksanakan 

2.2 Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang tidak 
Dilaksanakan oleh Unit 
Kerja Perangkat Daerah 
yang Ada di Kecamatan 

Persentase Urusan 
Pemerintahan yang 
tidak Dilaksanakan 
oleh Unit Kerja 
Perangkat Daerah 
yang Ada di 
Kecamatan yang 
diselenggarakan 

100%         10.000.000  

2.2.1 Peningkatan Efektifitas 
Pelaksanaan Pelayanan 
Kepada Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

Jumlah pelaksanaan 
Pelayanan 
Masyarakat yang 
ditingkatkan 
efektifitasnya 

3 pelayanan           10.000.000  

3 Program Koordinasi 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 

Persentase 
pengaduan/gangguan 
di wilayah kecamatan 
yang ditindaklanjuti 

80%         40.000.000  

3.1 Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

Prosentase 
penyelenggaraan 
ketenteraman dan 
ketertiban umum di 
kecamatan yang 
terfasilitasi 

100         40.000.000  

3.1.1 Harmonisasi Hubungan 
Dengan Tokoh Agama dan 
Tokoh Masyarakat 

Jumlah kegiatan 
harmonisasi yang 
diselenggarakan 

2 kali           40.000.000  

4 Program pembinaan dan 
pengawasan pemerintahan 
desa 

Persentase desa yang 
menyelenggarakan 
pemerintahan desa 
dengan baik 

85%         42.499.950  

4.1 Fasilitasi, Rekomendasi 
dan Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

Persentase desa yang 
mendapatkan  
Fasilitasi mengenai 
penyelenggaraan 
pemerintahan desa 

100%         42.499.950  

4.1.1 Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Desa dan 
Pendayagunaan Aset Desa 

Jumlah Pengelolaan 
Keuangan Desa dan 
Pendayagunaan Aset 
Desa yang tersusun 
dengan baik 

14 desa            7.499.950  

4.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa 

Jumlah desa yang 
melaksanaan 
Pemilihan Kepala 
Desa yang difasilitasi 

7 desa           35.000.000  

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi 

sebagai berikut:  
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1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat; 

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran 

(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); 

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses 

pencapaian tujuan dan sasaran. 

Pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2021 dilaksanakan Perubahan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dikarenakan adanya perubahan dalam strategi 

yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, 

kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut : 

Tabel 2.6 

Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 

Tahun 2021 

NO 
TUJUAN/SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

1 2 3 4 5 

1 Tata Kelola Pemerintahan 
yang Efektif dan Akuntabel 
dalam Memberikan 
Pelayanan Publik yang 
Berkualitas di wilayah 
Kecamatan 

 Indeks Pelayanan 
Publik  
(IPP) di Wilayah 
Kecamatan 

Indeks 4.01 (A(-)) 

1.1 Meningkatnya Nilai AKIP 
Perangkat Daerah 

 Nilai Hasil SAKIP Nilai 81,16 (A) 

1.2 Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik Kecamatan 

 Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Indeks 83 

1.3 Meningkatnya Ketentraman 
dan Stabilitas Masyarakat 
Kecamatan 

 Presentase  
ketentraman dan 
ketertiban umum di 
wilayah kecamatan 
yang ditangani 

Prosentase 83% 

1.4 Meningkatnya Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pembinaan 
Desa/Kelurahan 

 Persentase Desa yang 
masyarakatnya telah 
diberdayakan 

Prosentase 70% 

 Persentase Desa yang 
telah dibina 

Prosentase 82% 

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan Tahun 2021 

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut : 
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Tabel 2.7 

Perubahan Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Larangan 

Tahun 2021 

NO. 
PROGRAM/ 
KEGIATAN/              

SUB KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET ANGGARAN 

1 2 3 4 5 

1 Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase 
perencanaan dan 
evaluasi kinerja yang 
berkualitas 

84% 

16.760.000 

Persentase laporan 
keuangan dengan 
kualitas baik 

86% 
1.235.902.704 

Prosentase 
Peningkatan 
Kopetensi Aparatur 

84% 
9.942.000 

Persentase Sarana 
prasarana yang 
terpenuh   

84% 
199.399.546 

1.1 Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah perencanaan 
dan evaluasi kinerja 
yang berkualitas 

6 dokumen 4 
evcaluasi 

        16.760.000  

1.1.1 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah dokumen 
perencanaan 
perangkat daerah 
yang tersusun 

6 dokumen           6.760.000  

1.1.2 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Koordinasi 
dan Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD yang 
dilaksanakan 

4 dokumen            5.000.000  

1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah evaluasi yang 
dilaksanakan 

4 kali            5.000.000  

1.2 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah unit kerja 
yang menyusun 
perencanaan dan 
laporan kinerja 
keuangan dengan 
kualitas baik 

1 unit kerja    1.235.902.704  

1.2.1 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah ASN yang 
mendapat fasilitasi 
penyediaam gaji dan 
tunjangan 

21 orang      1.235.902.704  

1.3 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah ASN yang 
terfasilitasi 

21 ASN           9.942.000  

1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Jumlah pegawai yang 
mendapatkan 
pendidikan dan 

10 aparatur            9.942.000  
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pelatihan berdasarkan 
tugas dan fungsi 

1.4 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah sarana yang 
layak fungsi 

80 sarana         18.688.000  

1.4.1 Penyediaan bahan logistik  
kantor 

Jumlah Bahan 
Logistik Kantor yang 
disediakan 

1 paket            6.900.000  

1.4.2 Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah barang 
cetakan dan 
Penggandaan yang 
disediakan 

1000 barang            2.000.000  

1.4.3 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah rapat 
koordinasi & 
konsultasi yang 
diadakan 

3 kali             9.788.000  

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah jasa 
penunjang urusan 
pemerintahan yang 
disediakan 

8 jasa       145.589.454  

1.5.1 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
disediakan 

3 item           11.112.454  

1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
disediakan 

4 jasa         134.477.000  

1.6 Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang 
Pemerintahan Daerah 

10 unit         35.122.092 

1.6.1 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang 
disediakan 

2 unit           25.122.092  

1.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
direhabilitasi 

2 unit           10.000.000  

2 Program Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

Persentase jenis 
pelayanan publik 
yang dilaksanakan 
sersuai pedoman 
standart pelayanan 

90%         15.450.000  

2.1 Koordinasi 
Penyelenggaraan Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan 

Peresentase kegiatan 
pemerintahan yg 
sesuai dengan 
perangkat daerah dan 
instansi vertikal 
terkait 

100%           5.450.000  



31 

 

2.2.1 Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan 
Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan Dengan 
Perangkat Daerah dan 
Instansi Vertikal Terkait 

Jumlah Koordinasi 
Perencanaan dan 
Pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan dengan 
perangkat daerah dan 
instansi vertikal yang 
dilaksanakan 

1 kali            5.450.000  

2.2 Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang tidak 
Dilaksanakan oleh Unit 
Kerja Perangkat Daerah 
yang Ada di Kecamatan 

Persentase Urusan 
Pemerintahan yang 
tidak Dilaksanakan 
oleh Unit Kerja 
Perangkat Daerah 
yang Ada di 
Kecamatan yang 
diselenggarakan 

100%         10.000.000  

2.2.1 Peningkatan Efektifitas 
Pelaksanaan Pelayanan 
Kepada Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

Jumlah pelaksanaan 
Pelayanan 
Masyarakat yang 
ditingkatkan 
efektifitasnya 

3 pelayanan           10.000.000  

3 Program Koordinasi 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 

Persentase 
pengaduan/gangguan 
di wilayah kecamatan 
yang ditindaklanjuti 

80%         135..000.000  

3.1 Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

Prosentase 
penyelenggaraan 
ketenteraman dan 
ketertiban umum di 
kecamatan yang 
terfasilitasi 

100         135..000.000  

3.1.1 Harmonisasi Hubungan 
Dengan Tokoh Agama dan 
Tokoh Masyarakat 

Jumlah kegiatan 
harmonisasi yang 
diselenggarakan 

2 kali           135.000.000  

4 Program pembinaan dan 
pengawasan pemerintahan 
desa 

Persentase desa yang 
menyelenggarakan 
pemerintahan desa 
dengan baik 

85%         42.499.950  

4.1 Fasilitasi, Rekomendasi 
dan Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

Persentase desa yang 
mendapatkan  
Fasilitasi mengenai 
penyelenggaraan 
pemerintahan desa 

100%         42.499.950  

4.1.1 Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Desa dan 
Pendayagunaan Aset Desa 

Jumlah Pengelolaan 
Keuangan Desa dan 
Pendayagunaan Aset 
Desa yang tersusun 
dengan baik 

14 desa            7.499.950  

4.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa 

Jumlah desa yang 
melaksanaan 
Pemilihan Kepala 
Desa yang difasilitasi 

7 desa           35.000.000  

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 (setelah perubahan) 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

        Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan 

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau 

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang 

menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Larangan 

Kabupaten Pamekasan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan 

kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang dibuat sesuai ketentuan yang 

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran 

penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran 

strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian 

Kinerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja 

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi 

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 

        Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. 

        Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) 

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, 

sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas 

indikator kinerja tujan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja 
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pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata 

atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran. 

        Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran 

ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Pengkategorian Capaian Kinerja 

No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian 

1 Sangat Baik 120 ≥ X > 100 

2 Baik X = 100 

3 Cukup 80 < X < 100 

4 Kurang 50 ≤ X ≤ 80 

5 Sangat Kurang X < 50 

         

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian 

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab 

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. 

        Dalam laporan ini, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dapat 

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-

masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target 

sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam 

dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan 

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam 

mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan 

pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan Tahun 2021 dan Indikator Kinerja 

Utama Kecamatan Larangan. 
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A. Capaian Kinerja Organisasi 

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya 

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu 

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu 

dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja 

utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja 

utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, 

sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran 

strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran 

keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk 

meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan juga 

melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu 

dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang 

sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas 

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tahun 2021 

menunjukan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 

Capaian Indikator Kinerja Utama 

Kecamatan Larangan Tahun 2021 

No. 
Tujuan/ Sasaran 

Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

% 
Kategori Sumber Data 

1 Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang Efektif dan 
Akuntabel dalam 
Memberikan 
Pelayanan Publik 
yang Berkualitas 
di wilayah 
Kecamatan 

Indeks Pelayanan 
Publik  
(IPP) di Wilayah 
Kecamatan 

4.01 
(A(-)) 

n/a n/a n/a Laporan 
Hasil 

Pengukuran 
IPP 

Kabupaten 
Pamekasan 

1.1 Meningkatnya 
Nilai AKIP 
Perangkat 
Daerah 

Nilai Hasil SAKIP 81,16 
(A) 

77,34     
(BB) 

95,2% Cukup LHE SAKIP 
Tahun 2021 
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1.2 Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan Publik 
Kecamatan 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

83 90 108% Baik Survey 
Kepuasan 

Masyarakat 
Tahun 2021 

1.3 Meningkatnya 
Ketentraman dan 
Stabilitas 
Masyarakat 
Kecamatan 

Presentase  
ketentraman dan 
ketertiban umum 
di wilayah 
kecamatan yang 
ditangani 

83% 80% 96% Cukup Evaluasi 
Terhadap 

Hasil Renja 
Perangkat 

Daerah  2021  

1.4 Meningkatnya 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Pembinaan 
Desa/Kelurahan 

Persentase Desa 
yang 
masyarakatnya 
telah diberdayakan 

70% 65% 92,8% Cukup Evaluasi 
Terhadap 

Hasil Renja 
Perangkat 

Daerah  2021 Persentase Desa 
yang telah dibina 

82% 82% 100% Baik 

  

Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 4,01 dengan 

realisasi kinerja   dan capaian kinerja belum teridentifikasi dikarenakan belum 

adanya system penghitungan yang terintegrasi terkait indeks pelayanan public.  

Nilai Evaluasi SAKIP pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 81,16 (A), dengan 

realisasi kinerja 77,34 (BB) dan capaian kinerja sebesar 95,2% atau kategori cukup. 

Target kinerja tersebut tidak tercapai disebabkan karena adanya reviu dokumen 

perencanaan sehingga penyajian informasi kinerja kurang berpedoman pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public kecamatan pada tahun 

2021 ditargetkan 83 dengan realisasi sebesar 90 dan capaian kinerja sebesar 108% 

atau katagori sangat baik. Pencapaian target kinerja tersebut dapat tercapai berkat 

dukungan kinerja aparatur kecamatan dan dukungan masyarakat di wilayah 

kecamatan. Namun demikian terdapat faktor penghambat dalam pencapaian 

kinerja tersebut, yaitu belum tersedianya kebijakan atau regulasi yang mengatur 

reward dan punishment terhadap aparatur yang bertugas pada unit pelayanan 

public yang ada di pemerintah kabupaten Pamekasan. 

Presentase  ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang 

ditangani ditargetkan 83% dengan realisasi 80% sehingga capaiannya sebesar 96% 
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atau katagori cukup. Sementara Persentase Desa yang masyarakatnya telah 

diberdayakan yang ditargetkan sebesar 70% hanya bisa terealisasi 65% dengan 

capaian 92,8% berkatagori cukup, akan tetapi untuk Persentase Desa yang telah 

dibina berkatagori baik dengan capaian 100% dengan realisasi sesuai yang 

ditargetkan sebesar 82%. 

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun 

sebelumnya atau tahun 2020 diuraikan pada tabel berikut : 

Tabel 3.3 

Perbandingan Capaian Kinerja 

No. Tujuan/Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

2020 2021 

Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian 

1 Tata Kelola 
Pemerintahan 

yang Efektif dan 
Akuntabel 

dalam 
Memberikan 

Pelayanan 
Publik yang 

Berkualitas di 
wilayah 

Kecamatan 

Indeks 
Pelayanan 
Publik  

(IPP) di 
Wilayah 

Kecamatan 

3,76 n/a n/a 4.01 
(A(-)) 

n/a n/a 

1.1 Meningkatnya 
Nilai AKIP 
Perangkat 

Daerah 

Nilai Hasil 
SAKIP 

81 (A) 78,18 (BB) 97% 81,16 
(A) 

77.34 95,2% 

1.2 Meningkatnya 
Kualitas 

Pelayanan 
Publik 

Kecamatan 

Indeks 
Kepuasan 

Masyarakat 
(IKM) 

83 88 106% 83 90 108% 

1.3 Meningkatnya 
Ketentraman 
dan Stabilitas 
Masyarakat 
Kecamatan 

Presentase  
ketentraman 

dan ketertiban 
umum di 
wilayah 

kecamatan 
yang ditangani 

n/a n/a n/a 83% 80% 96% 

1.4 Meningkatnya 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Pembinaan 
Desa/Kelurahan 

Persentase 
Desa yang 
masyarakatnya 
telah 
diberdayakan 

n/a n/a n/a 70% 65% 92,8% 

Persentase 
Desa yang 
telah dibina 

n/a n/a n/a 82% 82% 100% 
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Uraian penjelasan tabel : 

Perbandingan capaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2021 ditargetkan 

sebesar 4,01 dengan capaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2020 belum bisa 

dihitung karena tidak ada data capaian Indeks Pelayanan Publik baik tahun 2020 

maupun 2021.  

Capaian Nilai Evaluasi SAKIP pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 81,16 (A), 

dengan realisasi kinerja 77,34 (BB) dan capaian kinerja sebesar 95,2% atau kategori 

cukup. Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 81 (A), dengan realisasi kinerja 78,18 

(BB) dan capaian kinerja sebesar 97% atau kategori cukup. Ada penurunan  

capaian kinerja Nilai Evaluasi Sakip sebesar 1,8% dari tahun 2020 sebesar 97% 

menjadi 95,2% pada tahun 2021. 

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public kecamatan 

pada tahun 2021 ditargetkan 83 dengan realisasi sebesar 90 dan capaian kinerja 

sebesar 108% atau katagori sangat baik. Sementara pada tahun 2020 ditargetkan 

83 dengan realisasi sebesar 88 dan capaian kinerja sebesar 106%. Ada kenaikan 

capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public 

kecamatan sebesar 2% dari tahun 2020 sebesar 106% menjadi 108% pada tahun 

2021.  

Presentase  ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang 

ditangani, Persentase Desa yang masyarakatnya telah diberdayakan dan 

Persentase Desa yang telah dibina, tidak bisa dilihat tingkat pencapaian dari 

tahun ke tahun karena  tahun 2020 indikator dimaksud belum ada atau masih 

belum teridentifikasi. 

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka 

menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan 

Larangan Kabupaten Pamekasan periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut : 
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Tabel 3.4 

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 

No. Tujuan/Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Capaian 2021 
Target Akhir 

2023 
Tingkat 

Kemajuan 

1 2 3 4 5 6=4/5*100 

1 Tata Kelola 
Pemerintahan yang 
Efektif dan Akuntabel 
dalam Memberikan 
Pelayanan Publik 
yang Berkualitas di 
wilayah Kecamatan 

Indeks 
Pelayanan 
Publik  
(IPP) di 
Wilayah 
Kecamatan 

n/a 4,51  (A) n/a 

1.1 Meningkatnya Nilai 
AKIP Perangkat 
Daerah 

Nilai Hasil 
SAKIP 

77,34 (BB) 82,1 (A) 94,2% 

1.2 Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
Publik Kecamatan 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

90 85 105,9% 

1.3 Meningkatnya 
Ketentraman dan 
Stabilitas Masyarakat 
Kecamatan 

Presentase  
ketentraman 
dan ketertiban 
umum di 
wilayah 
kecamatan 
yang ditangani 

80% 86% 93% 

1.4 Meningkatnya 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Pembinaan 
Desa/Kelurahan 

Persentase 
Desa yang 
masyarakatnya 
telah 
diberdayakan 

65% 80% 81,3 

  Persentase 
Desa yang 
telah dibina 

82% 90% 91 

 

  

Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis tahun 2021 dibandingkan dengan 

target akhir renstra untuk tujuan peningkatan tata kelola pemerintahan dan 

pelayanan public belum teridentifikasi sehingga belum bisa dianalisa capaiannya. 

Sementara tingkat kemajuan sasaran Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah 

sebesar 94,2% dan 105,9% pada sasaran meningkatnya kualitas  pelayanan public 

kecamatan. Sementara untuk sasaranMeningkatnya ketenteraman dan stabitas 

masyarakat kecamatan sebesar 96%, sasaran Meningkatnya Pemberdayaan 
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Masyarakat dan Pembinaan Desa/kelurahan 81,3% pada indicator Presentase 

desa yang masyarakatnya telah diberdayakan sedangkan indicator Presentase 

desa yang telah dibina sebesar 91%. 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional diuraikan 

sebagai berikut : 

Tabel 3.5 

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional 

No. Tujuan/Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
Tahun 2021 

Standar 
Nasional 

% Capaian 

1 2 3 4 5 6=4/5*100 

1 Tata Kelola 
Pemerintahan yang 
Efektif dan Akuntabel 
dalam Memberikan 
Pelayanan Publik 
yang Berkualitas di 
wilayah Kecamatan 

Indeks 
Pelayanan 
Publik  
(IPP) di 
Wilayah 
Kecamatan 

n/a 3,25 n/a 

1.1 Meningkatnya Nilai 
AKIP Perangkat 
Daerah 

Nilai Hasil 
SAKIP 

77,34 (BB) 85 (A) 91% 

1.2 Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
Publik Kecamatan 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

90 81 111% 

1.3 Meningkatnya 
Ketentraman dan 
Stabilitas Masyarakat 
Kecamatan 

Presentase  
ketentraman 
dan ketertiban 
umum di 
wilayah 
kecamatan 
yang ditangani 

80% n/a n/a 

1.4 Meningkatnya 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Pembinaan 
Desa/Kelurahan 

Persentase 
Desa yang 
masyarakatnya 
telah 
diberdayakan 

65% n/a n/a 

  Persentase 
Desa yang 
telah dibina 

82% n/a n/a 

 

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan, disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 3.6 

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi 

 
No. 

Tujuan/Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
% 
Capaian 

Analisis 
Keberhasilan/Kegagalan 

Solusi yang 
dilakukan 

1 Tata Kelola 
Pemerintahan 

yang Efektif dan 
Akuntabel 

dalam 
Memberikan 

Pelayanan 
Publik yang 

Berkualitas di 
wilayah 

Kecamatan 

Indeks 
Pelayanan 
Publik  

(IPP) di 
Wilayah 

Kecamatan 

4.01 
(A(-)) 

n/a n/a n/a n/a 

1.1 Meningkatnya 
Nilai AKIP 
Perangkat 

Daerah 

Nilai Hasil 
SAKIP 

81,16 
(A) 

77,34 
(BB) 

95,2% Refocusing terhadap 
Pandemi Covid-19 dan 
Reviu terhadap renja 
untuk menyesuaikan 
dengan permendagri 90 
tahun 2020 

- Kegiatan yang 
tidak terlaksana 
dianggarkan 
tahun berikutnya 
- Memaksimalkan 
program prioritas 
yang mendukung 
sasaran kinerja 

1.2 Meningkatnya 
Kualitas 

Pelayanan 
Publik 

Kecamatan 

Indeks 
Kepuasan 

Masyarakat 
(IKM) 

83 90 108%  Profesionalisme 
aparatur dan dukungan 
partisipasi masyarakat 

 Kinerja aparatur 
perlu 
dipertahankan & 
ditingkatkan 

1.3 Meningkatnya 
Ketentraman 
dan Stabilitas 
Masyarakat 
Kecamatan 

Presentase  
ketentraman 

dan ketertiban 
umum di 
wilayah 

kecamatan 
yang ditangani 

83% 80% 96%  Refocusing terhadap 
Pandemi Covid-19 dan 
adanya program atau 
sub kegiatan yang 
berubah terkait dengan 
kebijakan kabupaten 

 - Memaksimalkan 
program prioritas 
yang mendukung 
sasaran kinerja 

1.4 Meningkatnya 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Pembinaan 
Desa/Kelurahan 

Persentase 
Desa yang 
masyarakatnya 
telah 
diberdayakan 

70% 65% 92,8%  Refocusing terhadap 
Pandemi Covid-19 
sehingga pelaksanaan 
kurang maksimal 

 Perlu 
ditindaklanjuti 
dalam tahun 
anggaran 
nerikutnya 

  Persentase 
Desa yang 
telah dibina 

82% 82% 100%  Refocusing terhadap 
Pandemi Covid-19 
sehingga pelaksanaan 
Pilkades tidak bisa 
dilaksanakan sesuai 
jadwal 

 Kegiatan yang 
tidak terlaksana 
dilaksanakan 
tahun berikutnya 

 

Ada 2 (dua) indicator kinerja utama yang perlu dicermati yaitu Indeks Pelayanan 

Publik yang belum teridentifikasi sehingga belum bisa memberikan informasi 

tentang tingkat pencapaiannya dan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP yang masih belum 



41 

 

tercapai, hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid-19 yang mempengaruhi 

kinerja sehingga ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang harus di refocusing 

bahkan ditiadakan dan harus dianggarkan dalam tahun berikutnya. Selain itu 

juga kewajiban untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada, pelaksanaaan 

pemutakhiran RKPD melalui Permendagri nomor 90 tahun 2019 merupakan 

factor yang menghambat keberhasilan pencapaian kinerja sehingga kedepannya 

perlu diadakan penyesuain dokumen SAKIP khususnya rencana kerja 

diprioritaskan pada peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan publik. Dalam 

hal Indeks Pelayanan Publik,  di tahun mendatang perlu diadakan koordinasi 

lebih intens dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan agar nilai Indeks 

Pelayanan Publik dapat teridentifikasi lebih awal sehingga tolok ukur pencapaian 

kinerja akan tergambarkan secara konkrit.  

 Indeks Kepuasan Masyarakat bisa tercapai berkat profesionalisme aparatur dan 

dukungan partisipasi masyarakat sehingga perlu dipertahankan bahkan 

ditingkatkan untuk masa yang akan datang.  

Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan 

Desa/Kelurahan belum bisa maksimal khususnya pelaksanaan sub kegiatan 

pilkades yang harus ditunda pelaksanaannya karena adanya pandemic covid-19 

sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penjadwalan ulang di tahun berikutnya. 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian penyataan kinerja dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 3.7  

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

% 
Capaian 

Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

% 
Capaian 

Menunjang
/Tidak 

Menunjang 

1 Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang Efektif 
dan Akuntabel 
dalam 
Memberikan 
Pelayanan 
Publik yang 

Indeks 
Pelayana
n Publik  
(IPP) di 
Wilayah 
Kecamata
n 

n/a     
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Berkualitas di 
wilayah 
Kecamatan 

1.1 Meningkatnya 
Nilai AKIP 
Perangkat 
Daerah 

Nilai 
Hasil 
SAKIP 

77,34 
(BB) 

Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/K
ota 

Persentas
e 
perencan
aan dan 
evaluasi 
kinerja 
yang 
berkualit
as 

95 Menunjang 

    Persentas
e laporan 
keuanga
n dengan 
kualitas 
baik 

93 Menunjang 

    Prosenta
se 
Peningka
tan 
Kopetens
i 
Aparatur 

40 Tidak 
Menunang 

    Persentas
e Sarana 
prasaran
a yang 
terpenuh   

95 Menunjang 

   

 

Perencanaan, 
Penganggara
n, dan 
Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
perencan
aan dan 
evaluasi 
kinerja 
yang 
berkualit
as 100 

Menunjang 

   

 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
dokumen 
perencan
aan 
perangka
t daerah 
yang 
tersusun 100 

Menunjang 

   

 

Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah 
Koordina
si dan 
Penyusu
nan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja 
dan 
Ikhtisar 100 

Menunjang 



43 

 

Realisasi 
Kinerja 
SKPD 
yang 
dilaksana
kan 

   

 

Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
evaluasi 
yang 
dilaksana
kan 75 

Menunjang 

   

 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
unit 
kerja 
yang 
menyusu
n 
perencan
aan dan 
laporan 
kinerja 
keuanga
n dengan 
kualitas 
baik 93 

Menunjang 

   

 

Penyediaan 

Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

Jumlah 

ASN 
yang 
mendapa
t fasilitasi 
penyedia
am gaji 
dan 
tunjanga
n 100 

Menunjang 

   

 

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
ASN 
yang 
terfasilit
asi 100 

Menunjang 

   

 

Pendidikan 
dan Pelatihan 
Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsi 

Jumlah 
pegawai 
yang 
mendapa
tkan 
pendidik
an dan 
pelatihan 
berdasar
kan tugas 
dan 
fungsi 100 

Menunjang 

   

 

Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
sarana 
yang 

40 

Tidak 
Menunjang 



44 

 

layak 
fungsi 

   

 

Penyediaan 
bahan logistik  
kantor 

Jumlah 
Bahan 
Logistik 
Kantor 
yang 
disediaka
n 100 

Menunjang 

   

 

Penyediaan 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah 
barang 
cetakan 
dan 
Penggan
daan 
yang 
disediaka
n 100 

Menunjang 

   

 

Penyelenggar
aan Rapat 
Koordinasi 
dan 
Konsultasi 
SKPD 

Jumlah 
rapat 
koordina
si & 
konsultas
i yang 
diadakan 100 

Menunjang 

   

 

Penyediaan 
Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah 
jasa 
penunja
ng 
urusan 
q00peme
rintahan 
yang 
disediak
an 100 

Menunjang 

   

 

Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan 
Listrik 

Jumlah 
Jasa 
Komunik
asi, 
Sumber 
Daya Air 
dan 
Listrik 
disediaka
n 100 

Menunjang 

   

 

Penyediaan 
Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah 
Jasa 
Pelayana
n Umum 
Kantor 
yang 
disediaka
n 100 

Menunjang 

   

 

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 

Jumlah 
Pemeliha
raan 100 

Menunjang 
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Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Barang 
Milik 
Daerah 
Penunja
ng 
Pemerint
ahan 
Daerah 

   

 

Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah 
Jasa 
Pemeliha
raan, 
Biaya 
Pemeliha
raan dan 
Pajak 
Kendaraa
n 
Perorang
an Dinas 
atau 
Kendaraa
n Dinas 
Jabatan 
yang 
disediaka
n 100 

Menunjang 

   

 

Pemeliharaan
/Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya 

Jumlah 
Sarana 
dan 
Prasaran
a Gedung 
Kantor 
atau 
Banguna
n 
Lainnya 
yang 
direhabili
tasi 100 

Menunjang 

1.2 Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 
Kecamatan 

Indeks 
Kepuasa
n 
Masyara
kat (IKM) 

90 Program 
Penyelenggar
aan 
Pemerintahan 
dan 
Pelayanan 
Publik 

Persentas
e jenis 
pelayana
n publik 
yang 
dilaksan
akan 
sersuai 
pedoman 
standart 
pelayana
n 98 

Menunjang 

    Koordinasi 
Penyelenggar
aan Kegiatan 
Pemerintahan 

Peresent
ase 
kegiatan 
pemerint 100 

Menunjang 
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di Tingkat 
Kecamatan 

ahan yg 
sesuai 
dengan 
perangka
t daerah 
dan 
instansi 
vertikal 
terkait 

    Koordinasi/Si
nergi 
Perencanaan 
dan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
Pemerintahan 
Dengan 
Perangkat 
Daerah dan 
Instansi 
Vertikal 
Terkait 

Jumlah 
Koordina
si 
Perencan
aan dan 
Pelaksan
aan 
kegiatan 
pemerint
ahan 
dengan 
perangka
t daerah 
dan 
instansi 
vertikal 
yang 
dilaksana
kan 100 

Menunjang 

    Penyelenggar
aan Urusan 
Pemerintahan 
yang tidak 
Dilaksanakan 
oleh Unit 
Kerja 
Perangkat 
Daerah yang 
Ada di 
Kecamatan 

Persentas
e Urusan 
Pemerint
ahan 
yang 
tidak 
Dilaksan
akan 
oleh Unit 
Kerja 
Perangka
t Daerah 
yang Ada 
di 
Kecamat
an yang 
diseleng
garakan 100 

Menunjang 

    Peningkatan 
Efektifitas 
Pelaksanaan 
Pelayanan 
Kepada 
Masyarakat di 
Wilayah 
Kecamatan 

Jumlah 
pelaksan
aan 
Pelayana
n 
Masyara
kat yang 
ditingkat
kan 100 

Menunjang 
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efektifitas
nya 

1.3 Meningkatnya 
Ketentraman 
dan Stabilitas 
Masyarakat 
Kecamatan 

Presentas
e  
ketentra
man dan 
ketertiba
n umum 
di 
wilayah 
kecamata
n yang 
ditangani 

80 Program 
Koordinasi 
Ketentraman 
dan 
Ketertiban 
Umum 

Persentas
e 
pengadu
an/gangg
uan di 
wilayah 
kecamata
n yang 
ditindakl
anjuti 

98 

Menunjang 

    Koordinasi 
Upaya 
Penyelenggar
aan 
Ketenteraman 
dan 
Ketertiban 
Umum 

Prosenta
se 
penyelen
ggaraan 
ketentera
man dan 
ketertiba
n umum 
di 
kecamata
n yang 
terfasilit
asi 100 

Menunjang 

    Harmonisasi 
Hubungan 
Dengan 
Tokoh Agama 
dan Tokoh 
Masyarakat 

Jumlah 
kegiatan 
harmonis
asi yang 
diselengg
arakan 100 

Menunjang 

1.4 Meningkatnya 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
dan 
Pembinaan 
Desa/Kelurah
an 

Persentas
e Desa 
yang 
masyarak
atnya 
telah 
diberday
akan 

 65% Program 
pembinaan 
dan 
pengawasan 
pemerintahan 
desa 

Persentas
e desa 
yang 
menyele
nggaraka
n 
pemerint
ahan 
desa 
dengan 
baik  100 

Menunjang 

    Persentas
e Desa 
yang 
telah 
dibina 

82% Fasilitasi, 
Rekomendasi 
dan 
Koordinasi 
Pembinaan 
dan 
Pengawasan 
Pemerintahan 
Desa 

Persentas
e desa 
yang 
mendapa
tkan  
Fasilitasi 
mengena
i 
penyelen
ggaraan 
pemerint
ahan 
desa 100 

Menunjang 
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    Fasilitasi 
Pengelolaan 
Keuangan 
Desa dan 
Pendayaguna
an Aset Desa 

Jumlah 
Pengelola
an 
Keuanga
n Desa 
dan 
Pendaya
gunaan 
Aset 
Desa 
yang 
tersusun 
dengan 
baik 100 

Menunjang 

    Fasilitasi 
Pelaksanaan 
Pemilihan 
Kepala Desa 

Jumlah 
desa 
yang 
melaksan
aan 
Pemiliha
n Kepala 
Desa 
yang 
difasilitas
i 100 

Menunjang 

 

B. Realisasi Anggaran 

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk 

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja 

diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 3.8 

Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebelum 

Perubahan Tahun 2021 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

REALIS

ASI 
CAPAI

AN 

1 2 3 4 5 6 

1. Tata Kelola 

Pemerintahan yang 

Efektif dan Akuntabel 

dalam Memberikan 

Pelayanan Publik 

yang Berkualitas di 

wilayah Kecamatan 

 
Indeks Pelayanan 

Publik (IPP) di 

Wilayah 

Kecamatan 

 
4.01 (A(-)) 

 
N/A 

 
N/A 
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2. Meningkatnya Nilai 

AKIP Perangkat 

Daerah 

Nilai Hasil SAKIP 81,16 (A) N/A N/A 

 Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Publik 

Kecamatan 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

83 N/A N/A 

 Meningkatnya 

Ketentraman dan 

Stabilitas 

Masyarakat 

Kecamatan 

Presentase 
ketentraman dan 
ketertiban umum 
di wilayah 
Kecamatan yang 
ditangani 

83% 42% 50,6

% 

 Meningkatnya 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Pembinaan 

Desa/Kelurahan 

Persentase 
Desa yang 
masyarakatnya 
telah 
diberdayakan 

70% 36% 51,4

% 

Persentase Desa 
yang telah dibina 

82% 36% 43,9

% 

 

Tabel 3.9 

Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 

No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 

1 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

1.462.004.250 1.348.668.340 92 

1.1 Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

        16.760.000  16.500.000 98 

1.1.1 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

          6.760.000  6.700.000 99,11 

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

           5.000.000  4.964.000 99,28 

1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

           5.000.000  4.836.000 97 

1.2 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

   1.235.902.704  1.128.962.796 91 

1.2.1 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

     1.235.902.704  1.128.962.796 91 

1.3 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

          9.942.000  9.642.000 96,98 

1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

           9.942.000  9.642.000 96,98 
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1.4 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

        18.688.000  18.237.000 98 

1.4.1 Penyediaan bahan logistik  
kantor 

           6.900.000  6.660.000 97 

1.4.2 Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

           2.000.000  1.927.000 96,35 

1.4.3 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

           9.788.000  9.650.000 98,59 

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

      145.589.454  143.034.541 98 

1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

          11.112.454  10.984.541 99 

1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

        134.477.000  132.050.000 98,20 

1.6 Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

        35.122.092 32.292.003 92 

1.6.1 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

          25.122.092  22.310.003 89 

1.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

          10.000.000  9.982.000 99,82 

2 Program Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pelayanan 
Publik 

        15.450.000  13.721.000 89 

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan 
Kegiatan Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan 

          5.450.000  5.450.000 100 

2.2.1 Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Kegiatan Pemerintahan 
Dengan Perangkat Daerah dan 
Instansi Vertikal Terkait 

           5.450.000  5.450.000 100 

2.2 Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang tidak 
Dilaksanakan oleh Unit Kerja 
Perangkat Daerah yang Ada 
di Kecamatan 

        10.000.000  8.271.000 83 

2.2.1 Peningkatan Efektifitas 
Pelaksanaan Pelayanan 
Kepada Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

          10.000.000  6.571.000 65,71 

3 Program Koordinasi 
Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 

        135..000.000  71.235.000 52,77 

3.1 Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum 

        135..000.000  71.235.000 52,77 
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3.1.1 Harmonisasi Hubungan 
Dengan Tokoh Agama dan 
Tokoh Masyarakat 

135.000.000 71.235.000 52,77 

4 Program pembinaan dan 
pengawasan pemerintahan 
desa 

        42.499.950  16.422.500 39 

4.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan 
Koordinasi Pembinaan dan 
Pengawasan Pemerintahan 
Desa 

        42.499.950  16.422.500 39 

4.1.1 Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Desa dan 
Pendayagunaan Aset Desa 

           7.499.950  6.727.500 90 

4.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa 

          35.000.000  9.695.000 28 

 

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka 

pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel 

berikut : 

Tabel 3.10 

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 

No. Tujuan/Sasaran 

Indikator Kinerja Anggaran Tingka
t 

Efisien
si 

Target 
Reali
sasi 

%Ca
paian 

Anggaran Realisasi %Cap
aian (Rp.) (Rp.) 

1 Tata Kelola 
Pemerintahan 

yang Efektif dan 
Akuntabel 
dalam 
Memberikan 
Pelayanan 
Publik yang 
Berkualitas di 
wilayah 
Kecamatan 

4.01 
(A(-)) 

n/a n/a 

1.654.954.200 1.450.046.840 87,6 n/a 

1.1 Meningkatnya 
Nilai AKIP 
Perangkat 
Daerah 

81,16 
(A) 

77,34     
(BB) 

95,2
% 

1.462.004.250 1.348.668.340 92,2 97% 

1.2 Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 
Kecamatan 

83 90 108% 

15.450.000 13.721.000 88,8 82% 

1.3 Meningkatnya 
Ketentraman 
dan Stabilitas 

83% 80% 96% 

135..000.000 71.235.000 52,77 55% 
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Masyarakat 
Kecamatan 

1.4 Meningkatnya 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Pembinaan 
Desa/Kelurahan 

70% 65% 92,8
% 

42.499.950 16.422.500 38,64 42 

 82% 82% 100%     

 

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis 

mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan  menghasilkan 

output yang maksimal dengan input yang ada, adalah merupakan kinerja yang 

diharapkan. Kinerja pemerintah daerah akan semakin efisien apabila rasio 

yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil 

rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Efisiensi dapat 

dihitung dengan rumus Efisiensi = Realisasi Belanja : Target Belanja x 100%, 

dengan pengkatorian standart efisiensi kinerja sebagai berikut: 

<60%  : Sangat Efisien 

60% - 80% : Efisien 

80% - 90% : Cukup Efisien 

90% - 100% : Kurang Efisien 

>100% : Tidak Efisien 

 Dari Tabel 3.9 di atas, perbandingan capaian kenerja dengan anggaran tujuan 

dan sasaran ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi di Kecamatan Larangan 

menunjukkan katagori kurang efisien atau sebesar 97% pada sasaran 

Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah, sasaran Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Publik Kecamatan sebesar 82% atau berkatagori cukup efisien, 

sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan 

sebesar 55% dan 42% untuk sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat 

dan Pembinaan Desa/Kelurahan dimana keduanya berkatagori sangat efisien. 

Sementara pada indicator tujuan Kecamatan Larangan belum bisa dilihat 

tingkat efisiensinya. 
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Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja 

program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 3.11 

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan 

No. 
Program/ 
kegiatan 

Indikator Kinerja Anggaran 

Tingkat 
Efisiensi Target 

Realis
asi 

% 
Capai

an 

Anggaran Realisasi 

% 
Capai

an (Rp.) (Rp.) 

1 

Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

n/a n/a n/a 1.462.004.250 1.348.668.340 92 n/a 

1.1 Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

100 100 100         16.760.000  16.500.000 98 2% 

1.1
.1 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

6 6 100           6.760.000  6.700.000 99,11 0,9% 

1.1
.2 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

4 4 100 
           
5.000.000  

4.964.000 99,28 0,72% 

1.1
.3 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

4 3 75 
           
5.000.000  

4.836.000 97 -22% 

1.2 Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

1 1 100    1.235.902.704  1.128.962.796 91 9% 

1.2
.1 

Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

21 21 100 
     
1.235.902.704  

1.128.962.796 91 9% 

1.3 Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

100 100 100           9.942.000  9.642.000 96,98 3,1% 

1.3
.1 

Pendidikan dan 
Pelatihan 
Pegawai 
Berdasarkan 

10 4 40 
           
9.942.000  

9.642.000 96,98 -56% 
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Tugas dan 
Fungsi 

1.4 Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

100 100 100         18.688.000  18.237.000 98 2% 

1.4
.1 

Penyediaan 
bahan logistik  
kantor 

1 1 100 
           
6.900.000  

6.660.000 97 3% 

1.4
.2 

Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 

1000 1000 100 
           
2.000.000  

1.927.000 96,35 3,7%% 

1.4
.3 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

3 3 100 
           
9.788.000  

9.650.000 98,59 1,41% 

1.5 Penyediaan Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

8 8 100       145.589.454  143.034.541 98 2% 

1.5
.1 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

3 3 100 
          
11.112.454  

10.984.541 99 1% 

1.5
.2 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 

4 4 100 
        
134.477.000  

132.050.000 98,20 1,8% 

1.6 Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

10 10 100         35.122.092 32.292.003 92 8% 

1.6
.1 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan 

2 2 100 
          
25.122.092  

22.310.003 89 11% 

1.6
.2 

Pemeliharaan/Re
habilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

2 2 100 
          
10.000.000  

9.982.000 99,82 1,18% 

2 Program 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

90 90 100         15.450.000  13.721.000 89 11% 
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dan Pelayanan 
Publik 

2.1 Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Kegiatan 
Pemerintahan di 
Tingkat 
Kecamatan 

100 100 100           5.450.000  5.450.000 100 - 

2.2
.1 

Koordinasi/Siner
gi Perencanaan 
dan Pelaksanaan 
Kegiatan 
Pemerintahan 
Dengan 
Perangkat 
Daerah dan 
Instansi Vertikal 
Terkait 

1 1 100 
           
5.450.000  

5.450.000 100 - 

2.2 Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan 
yang tidak 
Dilaksanakan 
oleh Unit Kerja 
Perangkat 
Daerah yang 
Ada di 
Kecamatan 

100 100 100         10.000.000  8.271.000 83 17% 

2.2
.1 

Peningkatan 
Efektifitas 
Pelaksanaan 
Pelayanan 
Kepada 
Masyarakat di 
Wilayah 
Kecamatan 

3 3 100 
          
10.000.000  

6.571.000 65,71 34,29% 

3 Program 
Koordinasi 
Ketentraman 
dan Ketertiban 
Umum 

80 80 100 
        
135..000.000  

71.235.000 52,77 47,23% 

3.1 Koordinasi 
Upaya 
Penyelenggaraan 
Ketenteraman 
dan Ketertiban 
Umum 

100 100 100 
        
135..000.000  

71.235.000 52,77 47,23% 

3.1
.1 

Harmonisasi 
Hubungan 
Dengan Tokoh 
Agama dan 
Tokoh 
Masyarakat 

2 2 100 135.000.000 71.235.000 52,77 47,23% 

4 Program 
pembinaan dan 
pengawasan 

85 85 100         42.499.950  16.422.500 39 61% 
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pemerintahan 
desa 

4.1 Fasilitasi, 
Rekomendasi 
dan Koordinasi 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintahan 
Desa 

100 100 100         42.499.950  16.422.500 39 61% 

4.1
.1 

Fasilitasi 
Pengelolaan 
Keuangan Desa 
dan 
Pendayagunaan 
Aset Desa 

14 14 100 
           
7.499.950  

6.727.500 90 10% 

4.1
.2 

Fasilitasi 
Pelaksanaan 

Pemilihan 
Kepala Desa 

7 7 100 
          

35.000.000  
9.695.000 28 72% 

 

Perbandingan pencapaian kinerja dengan anggaran program dan 

kegiatan (table 3.10) menunjukkan tingkat efisiensi kinerja di Kecamatan 

Larangan dikatagorikan kurang efisien, hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) 

program yang dilaksanakan hanya 1 (satu) program, yaitu Program 

pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang sangat efisien atau 

sebesar 61% yang didalamnya terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Fasilitasi, 

Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  dan Fasilitasi Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

        Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Larangan Kabupaten 

Pamekasan Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Larangan 

Kabupaten Pamekasan Tahun 2021. Pembuatan LKJIP merupakan langkah yang baik 

dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua 

pihak. 

        LKJIP Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 dapat 

menggambarkan kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi 

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja 

sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan 

kegagalan. 

        Dalam tahun 2021 Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan menetapkan 

sebanyak 1 tujuan, 4 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana 

Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. 

Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : 

• Tujuan  terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar  n/a 

(belum dapat dikatagorikan) 

• Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar  95% 

(kategori cukup) 

• Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 108% 

(kategori baik) 

• Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 96% 

(kategori cukup) 

• Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 92,8% 

(kategori cukup) 
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        Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara 

umum tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. 

Dengan Memperhatikan hasil pengukuran terhadap 4 sasaran, kami 

menyimpulkan beberapa permasalahan yang menjadi faktor penyebab tidak 

tercapainya target, yaitu : 

a. Refocusing karena Pandemi Covid-19 dan Reviu terhadap renja untuk 

menyesuaikan dengan permendagri 90 tahun 2020; 

b. Profesionalisme aparatur dan dukungan partisipasi masyarakat; 

c. Refocusing karena Pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan Sub Kegiatan 

kurang maksimal. 

Langkah perbaikan dimasa yang akan datang harus kami persiapkan juga 

diantaranya :  

a. Kegiatan yang tidak terlaksana dianggarkan tahun berikutnya; 

b. Memaksimalkan program prioritas yang mendukung sasaran kinerja; 

c. Kinerja aparatur perlu dipertahankan & ditingkatkan. 

        Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada 

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja 

yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.654.954.200,- 

sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.450.046.840,-, dengan demikian dapat 

dikatakan tahun 2021 serapan anggaran sebesar 84,31% dan nilai efisiensi anggaran 

sebesar 87,61%.  
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Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten 

Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan 

Larangan Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders 

ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk 

membangun Kabupaten Pamekasan. 

Pamekasan,  28    Januari 2022 

CAMAT LARANGAN 

 

 

MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si 
NIP. 19700609 199302 1 001 

Pembina 

 

  



60 

 

Lampiran 

2. Matriks Renstra 2018-2023 dan Perubahannya; 

3. Dokumen IKU Kepala Perangkat Daerah dan Perubahannya; 

4. Matriks Renja 2021 dan Perubahannya; 

5. PK Kepala PD dan Perubahannya; 

6. Laporan Evalauasi Hasil Renja s.d. TW. IV. 


